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PERAN STRATEGIS KEMENDAGRL

e --» Pasal 373 '
UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA -----------------=----------- i () Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
penyelenggaraan pemda secara nasional pelayanan & pemberdayaan (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
masyarkat pengawasan terhadap penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
pembangunan daerah kabupaten/kota.
Demokrasi (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penegakan hukum dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
kesatuan bangsa Pasal 374
(I)  Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
Penjabaran Vi, Misi, dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh
sesuai dgn agenda prioritas kerja Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah
Presiden dan Wakil Presiden. .
. . nonkementerian.
Penjabaran Program Operasional _ _ , o
KEMENDAGR] (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
Koordinasi antar K/L secara terpadu a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b.  kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
Melaksanakan program secara efekif, d. keuangan Daerah:;
efisien. bersih berwibawa dim rangka e.  pembangunan Daerah;
memperkokoh NKR f.  pelayanan publik di Daerah;
g. kerja samaDaerah;
— " h. kebijakan Daerah:;
SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG henhge S e TR . kepala Daerah dan DFRD: dan
BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS Brbagal su strategis j.  bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan @ran

perundang-undangan



KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Rewangan Daerat adalat semaa hak
dan bewajiban Dacrat dalam ranglba
penyelenggaraan Pemerintatian Dacrat




PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kedudukan, Tugas dan wewenangan Pengelola Keuangan Daerah

;e

enerapan Pengelola Keuangan Daerah dalam Struktur Perangkat
Daerah di SKPD

Ketepatan dalam pengunaan Struktur APBD

Konsistensi Alur/Siklus Pengelolaan keuangan daerah

enerapan SPI secara digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah

®




KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
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Pemilik Modal
PERUMDA

Pemegang Saham
PERSEROAN

l

Kepala SKPD

Rancangan Rancangan P- Rancangan PP-
APBD APBD APBD

Menyusun &
Mengajukan

T

Mengambil Tindakan

ertentu dlm keadaan
Mendesak

[

Melaksanakan

kewenangan lain sesuai

PUU

Kebijakan terkait
Pengelolaan keuda

Kebijakan terkait
Pengelolaan APBD

i

Perda

l

sebagai PA

]

SEKDA sebagai
Koordinator

Kepala SKPKD
sebagai PPKD

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Optimalisiasi Peran
Anggaran

Pengguna

Pelimpahan KPA yang bersifat Pilihan
(tidak Wajib)

Saat terjadi Pelimpahan kepada KPA
maka tanggung jawab keuangan
berpindah dari PA

Optimalisasi Peran PPTK dalam
administrasi kinerja dan  bukti
keuangan  termasuk  administrasi
pengadaan barang & Jasa

Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam
melaksanakan fungsi akuntansi &
penyusunan Laporan keuangan SKPD

Mengembalikan Peran Bendahara
sebagai Mitra PA bukan bawahan
PPTK/PPK-SKPD

Optimalisasi Koordinasi & Komunikasi

TAPD
Mendudukan Pejabat Pembuat
Komitmen dalam APBD @



PENERAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DRLAM STRUKTUR
PERANGKAT DAERAH DI SKPD

= Mendudukan tugas dan fungsi
jabatan struktural pada
perangkat daerah dalam
meletakkan jabatan pengelola
keuangan daerah

= Menyelesaikan permasalahan

kekosongan jabatan struktural
sebelum meletakkan jabatan
pengelolaan keuangan daerah

= Penetapan/penunjukan jabatan
pengelolaan didasarkan
kebutuhan setiap SKPD vyang
bersifat dinamis

= Setiap  Jabatan  pengelolaan
Keuangan Daerah ditetapkan
oleh Kepala daerah/Pengguna

angaran/Kuasa pengguna
anggaran sesual dengan
kewenangannya

€



PENERAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DRLAM STRUKTUR
PERANGKAT DAERAH DI SKPD

PRINSIP Peletakan Urusan, Bidang Urusan,Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SLUB KEGIATAN

ORGANISASI PELAKSANA LIRUSAN/UNSUR MENTERJEMAHKAN LIRLISAN/LINSUR

Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2019 dan
Pemutakhirannya Organisasi Perangkat Daerah
dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk
menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2019 dan
Pemutakhirannya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan
unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan
keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SLB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan
memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang
tersedia dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2013 dan pemutakhirannya dalam
rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah
yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang




KETEPATAN DALAM PENGUNARAN STRUKTUR APBD

disusun sesuai kebutuhan
penyelenggaraan Urusan Penerimaan Daerah merupakan
disusun dengan Pemerintahan daerah yang rencana Penerimaan Daerah yang
mempedomani KUA PPAS menjadi kewenangan Daerah dan tEF“dIf”'" secara I:ﬂSi”_”E'l VE"thﬂPﬂt
. kemampuan Pendapatan Daerah Icapal untuk setiap sumber
yang didasarkan pada RKPD P 7y P Penerimaan Daerah dan berdasarkan

. pada ketentuan PLLI

Pengeluaran Daerah merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai
DA L e B S ~ grmmnenenn * | dengan kepastian tersedianya dana

: e 3 S = : atas Penerimaan Daerah dalam jumlah
yang cukup

mempunyai fungsi otorisasi,
pPErencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan
stabilisasi

Semua Penerimaan Daerah
dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD

Setiap Pengeluaran Daerah harus
memiliki dasar hukum yang
melandasinya

Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah

a. Pendapatan Daerah oo a. BelanQrah
erah

b.  Penerimaan Pembiayaan Daerah b.  Pengeluaran Pembiayaa




meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu
dibayar kembali oleh Daerah
dan penerimaan lainnya yang
sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan
diakui  sebagai  penambah
ekuitas yang merupakan hak
daerah dalam | (satu) tah
anggaran.

= penggunaan Kode Rekening Sesuai Permendagri 90 dan pemutakhirannya

meliputi semua pengeluaran
dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak  perlu
diterima kembali oleh Daerah
dan pengeluaran lainnya yang
sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan
diakui  sebagai  pengurang
ekuitas ~ yang  merupakan
kewajiban daerah dalam | (sa
tahun anggaran.

= penggunaan atas Pendapatan, Belanja & Pembiayaan sesuai dengan definisi & peruntukannya

= Hubungan antar Kode Rekening dalam APBD (LRA) terhadap penyajian laporan keuangan (Neraca & LO)

meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali
dan/atau  pengeluaran  yang
akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran
berikutnya.




STRUKTUR APBD

Pendapatan Asli Daerah Belanja Operasi Penerimaan Pembiayaan

B. Pegawai » SiLPA

Pajak Daerah

Retribusi Daerah B.Barang & Jasa » Pencairan Dana Cadangan

B. Bunga > Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg
Dipisahkan

>

>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah -
yg Dipisahkan » B.Subsidi

>

>

Penerimaan Pinjaman Daerah

Lain -lain PAD yg Sah B. Hibah

. Penerimaan Kembali Pemberian
B. Bantuan Sosial Pini D h
Pendapatan Transfer R

Eelanja Modal Penerimaan Pembiayaan Lainnya
B. M. Tanah Sesuai Ketentuan PUU

> Transfer Pemerintah Pusat

» Transfer Antar Daerah .
B. M. Peralatan & Mesin Pengeluaran Pembiayaan

B. M. Gedung & Bangunan Pembentukan Dana Cadangan
» Hibah B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi Penyertaan Modal Daerah
» Dana Darurat B. M. Aset Tetap Lainnya Pembayaran Cicilan Pokok Utang

> Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Tidak Terduga yang Jatuh Tempo

Pemberian Pinjaman Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

Belanja Transfer Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

» B.Bagi Hasil sesuai PUU

» B.Bantuan Keuangan




"% KONSISTENSI ALUR/SIKLUS PENGELOLAKN KEUANGAN DAERAH

PELAKSANAAN 5
PENATAUSAHAAN
PERENCANAMN PENGANGARAN
PERTANGEUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
e . AKUNTANSI &
S PLLAPIRAN —

PEMBINAAN & PENGAWASAN



PROSES PERENCANAAN ANGGARAN

/ RKPD !) KUA & RAPBD O APRD pap s Perde
opis - SKPD i

Apabila tidak sepakat, '

(enam puluh) Hari

paling lama B Minggu ¢ Kepala Daerah wajib mengajukan

sejak disampaikan S :rancangan Perda tentang Tanggal 31 ’
Minggu ke-I1 APBD disertai penjelasan dan Rancangan Perda tentang '
Kesepakatan Ranc KUA : dokumen pendukung APBD dan rancangan Perkada :
dan Ranc PPAS . kepada DPRD tentang penjabaran APBD :
TN T T NN ST M T
Mmggu Ke-II Minggu ke-III | Minggu Ke-II / Ke-
i : KDH menyampaikan Ranc ~ Menyusun RKA-SKPD ﬁV"YEIFHIJE"E'" Rancangan
: KUA dan Ranc PPAS : Peraturan Daerah tentang

. APBD kepada DPRD

® e



"% ALUR PROSES PERENCANAAN ENGGARAN

. !) e O g | RAPBD O ARED

02 04
Prinsip Dasar:




= Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola
oleh BUD.

Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan
anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan
kewenangan pejabat yang bersangkutan




/ RLUR PROSES PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN

MEKANISME PERTANGEU.JAWABAN & PEMBAYARAN BELAN.JA




RLUR PROSES RKUNTANSI DAN PELAPORAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi Pelaporan
Keuangan

Kebijakan
Akuntansi Akun

Laporan Keuangan | Laporan Keuangan
pada Pemerintahan Daerah pada SKPD

Definisi

Pengakuan
Laporan Perubahan SAL

Neraca

Pengukuran

Laporan Operasional

Laporan Operasional o
Penilaian

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Pengungkapan

Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

KETENTUAN:
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman PP
No. 71/2010, Permendagri No. 64/2013, Permendagri No. 73/2015 dan Permendagri No. 77/2020 U

Catatan Atas Laporan Keuangan



RAPERDA

Kepala Daerah menyampaikan RAPERDA tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dokumen
pendukung kepada DPRD (Paling lambat 6 bulan setelah tahun
anggaran berakhir)

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan RAPERDA
dan menandatangani persetujuan Bersama antara Kepala
Daerah dan DRPD

Persetujuan bersama RAPERDA dilakukan paling lambat 7
bulan sebelum tahun anggaran berakhir

Atas dasar persetujuan bersama KDH menyiapkan
RAPERKADA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

RAPERDA dan RAPERKADA disampaikan kepada Menteri
untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota paling
lambat 3 hari, untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota

KETENTUAN:

RLUR PROSES PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

RAPERKADA

Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD tidak mengambil
keputusan bersama atas RAPERDA tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KDH menyusun
RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

KDH menyampaikan RAPERKADA dan dokumen pendukung
kepada Menteri/Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak
DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan KDH
Dalam hal batas waktu 15 hari, Menteri/Gubernur tidak
mengesahkan RAPERKADA, KDH menetapkan RAPERKADA
tersebut menjadi PERKADA

Kepala Daerah menetapkan RAPERKADA menjadi PERKADA

1. Pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan.
2. Tata cara pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Permendagri.




PENERAPAN SPI SECARA DIGITAL MELALUI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

= Digitalisasi proses kerja

Pelaksanaan setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan oleh setiap pejabat selaku user melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

= Digitalisasi aliran data

data dan informasi mengalir dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
hingga pengelolaan keuangan daerah sehingga proses perekaman tidak dapat
dilakukan secara terpisah/terputus.

= Digitalisasi penyajian informasi

Penyajian informasi dihasilkan baik berupa tampilan atau database yang
digunakan dan diolah sesuai dengan kebutuhan setiap stakeholders baik di
pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat




REBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH = -
DRLAN SATU DATA SATU SISTEM 0 0

Pedoman Teknis

Perpres Satu Data | Pengelolaan Keuda 77 |

Klasifikasi, Kodefikdsi & Nomenklatur o
Perencanaan Rembangunan
& Keuanggn Daerah

Sistem Infarmasi Pémerintahan Daerah
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PP Standar Akuntansi Pemerintahan Perpres SPBE
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FUNGSI :

Data Base PerencanaanNasional
Data Base PerencanaanDaerah
Referensi Urusan, Program &
Kegiatan

Evaluasi RPJMD dan RKPD
'htar}gan Daerah

0
..

—

Data Base PenganggaranDaerah
Referensi Kode dan Nomenklatur
Akun Neraca, LRA dan LO Daerah
Referensi Kode SKPD

Referensi Kode dan Nomenklatur
Sumber Pendanaan

Dashboard Penganggaran Daerah
Evaluasi RAPBD

PEMETAAN FUNGSI APLIKASI SIPD

FUNGSI :
Data Base Perencanaan Provinsi
Data Base Referensi Perencanaandan
PenganggaranProvinsi

D

FUNGSI :

] Bt ) Daerah
Kendal% Aplikasi Nasional 4. PenyusunanPerencanaanDaerah (Renja &
Kendali Data Perencanaan, RKPD)
Anggaran dan Referensi Nasional 5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
DashboardPerencanaandan et 6. PenyusunanAPBD Provinsi
KeuanganDaerah ) " 7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota

Analisa Eksekutif

.l 4 e . ey,

I - [
. 0
.

3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga

- .y SI "’
Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai 1.
dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login 2.

yang telah diregistrasi.

3.

Fungsi dashboard dan informasi umum dapat diperoleh pada
........................... ha.la.man.situ.s.tanpa.m.en.ggun.akan..l.dgi ............................. 4
5.
6.

FUNGSI :
Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
Data Base Referensi Perencanaandan
Penganggaran Kabupaten/Kota

Data Base Referensi Standar Satuan Harga
Daerah

Penyusunan PerencanaanDaerah (Renja &
RKPD)

Penyusunan KUA dan PPAS Kabupa ota
Penyusunan APBD Kabupaten/K




INFORMAS |
PEMBANGLUNAN DAERAH

SIPL

NRIMAST PBEMERIN
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

'/

RPJMD RKPD PENATAUSAHAAN AKUNTANSI

DASHBOARD DATA PEMBANGUNAN DAERAH

DASHBOARD DATA KEUANGAN DAERAH

AHAN [])

PELAPORAN

V/\H

INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

LPPD EPPD PERDA

DASHBOARD DATA PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

BANGDA KELIDA OTONOMI DAERAH. HUKUM
= = =
C2  —
= = =
( = = ta
= =
= ] oz
>
S (NG | REALTSASI
= RKPD ) | U AP weo (M| SPO |w| SPP [m| sPM P20 \on
=
-~
3 MONEV
7] > RENJASKPD |« 4
= - = REALISAS|
= T ; . . PEMBANGLNAN
RESES POKOK USULAN USULAN Hmm MUSRENBAN AR¢US RANCANGAN
PIKIRAN DESA BANKEU BANSIS LRA NERACA KAS CalK BERNA
.




PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DRERAH SECARA DIGITAL

DAMPAK PENGGUNAAN SIPD

Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan
Tereliminasi Duplikasi Anggaran

Nilai anggaran kegiatan lebih terukur

Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan
Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga

Lebih mudah mengendalikan dan melakukan Analisa

Money Follow Program

@



HARAPAN
PENERAPAN

Implementasi SIPD diharapkan dapat
dilaksanakan untuk mencegah
membengkaknya anggaran Pemerintah

Daerah untuk Pengembangan Sistem yang
menfasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah ke depan.

Memberikan acuan
pelaksanaan dan
pedoman bagi Instansi
Pusat dan Instansi Daerah
dalam rangka
penyelenggaraan tata
kelola data untuk

mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian

mAT IR AT AT AT

Mewujudkan ketersediaan data
yng akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan
serta mudah  diakses dan
dibagipakaikan antar instansi
Pusat dan Instansi Daerah sebagai
dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengendalian
pembangunan;

Mendukung sistem
statistik nasional
peraturan
perundang-
undangan.

Mendorong keterbukaan

dan transparansi data
sehingga tercipta
perencanaan dan
perumusan kebijakan
pembagunan berbasis

> e
Wy

Untuk mewujudkan satu data
Indonesia, perlu dihasilkan dari
satu proses yang seragam
melalui metode Satu SISTEM
untuk menjaga kualitas data
yang dihasilkan.



GAMBARAN UMUM

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA TA 20117-2021




GAMBARAN UMUM

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021

triliun rupiah triliun rupiah PROVINSI
PROVINSI & KAB/KOTA
500.00 . m

1,400.00 - 400.00 - WM
1,241.53| 1,208.92 BEEVTE g 365.95] 391.82 '365.04]

m 100.00 | [INZ3 26.62

100000 | g .00 Fw—
800.00 - -100.00 | [(10:2) (18.22) (16.64)

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020
e=¢=>Total Pendapatan «=@=Total Belanja et Surplus(Defisit)
600.00 - e=®=Penerimaan Pembiayaan =i@»Pengeluaran Pembiayaan
400.00 - triliun rupiah KABUPATEN/KOTA

816.22

1,000.00 - 804.48 858.94

_ 47.
400.00 -

2000 | NOB)  [ERdE) [EBSE [EosE  [Ees || ov DX

51.90

*
TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 -200.00 - - - - -
«=¢=Total Pendapatan =@=Total Belanja «e=Surplus(Defisit) TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021
e=p==Total Pendapatan =B=Total Belanja e Surplus(Defisit)

=@®=Penerimaan Pembiayaan =¥%&=Pengeluaran Pembiayaan «@=Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Sumber Data: TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 26



TREN KELOMPOK PENDAPATAN

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021
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Sumber Data: TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021. 27



JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021
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Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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JENIS PENDAPATAN TRANSFER

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00

triliun rupiah

TOTAL = 798.50

PROVINSI & KAB/KOTA

747.85

50.64

[

2021

H Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
H Pendapatan Transfer Antar Daerah

triliun rupiah

200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

TOTAL= 182.18
PROVINSI

- 182,14

0.04

2021

H Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

W Pendapatan Transfer Antar Daerah

triliun rupiah

600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

0.00

TOTAL = 616.32
KABUPATEN/KOTA

565.71

__

2021
H Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

W Pendapatan Transfer Antar Daerah

Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021

triliun rupiah
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Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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TREN KELOMPOK BELANJA

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021
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Sumber Data: TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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JENIS BELANJA OPERASI

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021
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Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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JENIS BELANJA MODAL

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021
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Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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JENIS BELANJA TRANSFER

APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021
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Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.
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